ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan perampasan aset koruptor dalam
hukum positif Indonesia serta urgensi pengesahan Rancangan Undang-
Undang Perampasan Aset sebagai langkah pencegahan tindak pidana
pencucian uang (money laundering). Korupsi di Indonesia tidak hanya
menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memperlambat
pembangunan, memperburuk ketimpangan sosial, dan menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis regulasi perampasan aset koruptor dan menilai
pentingnya RUU tersebut dalam konteks pencegahan tindak pidana
pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi
perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi seharusnya menjadi kebijakan hukum pidana yang strategis
untuk memastikan pemulihan kerugian negara. Namun, penempatan
sanksi tersebut sebagai pidana tambahan justru melemahkan penegakan
hukum, menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Polemik
mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset lebih dipengaruhi oleh
keengganan pemerintah dan legislatif yang menganggapnya sebagai
ancaman terhadap demokrasi, sehingga suara di parlemen tidak lagi
mencerminkan aspirasi rakyat.
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ABSTRACT

This study examines the regulation of asset confiscation from corruptors
within Indonesia's positive law and the urgency of enacting the Draft Law
on Asset Confiscation as a preventive measure against money laundering.
Corruption in Indonesia not only causes financial losses to the state but
also hinders development, exacerbates social inequality, and diminishes
public trust in the government. The aim of this research is to analyze the
regulations on asset confiscation from corruptors and assess the
importance of this draft law in the context of preventing money
laundering offenses. The methodology employed in this research is
normative legal research, utilizing legislative, conceptual, and historical
approaches. The findings indicate that the sanction of asset confiscation
in the Law on the Eradication of Corruption Crimes should be a strategic
criminal law policy to ensure the recovery of state losses. However, the
placement of this sanction as an additional penalty weakens law
enforcement, creating uncertainty and injustice. The debate surrounding
the enactment of the Asset Confiscation Bill is more influenced by the
reluctance of the government and the legislature, who view it as a threat
to democracy, resulting in parliamentary voices that no longer reflect the
aspirations of the people.
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